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ABSTRAK

ABSTRACT

Perkawinan sebagai lembaga hukum memiliki
implikasi penting terhadap hak dan kewajiban
suami istri, status anak, serta hubungan hukum
dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, syarat sah
perkawinan harus dipenuhi agar terciptanya
kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis sayart sah perkawinan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta
relevansinya dalam menjamin kepastian hukum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis normative dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Hasil kajiannya
menunjukkan bahwa syarat sah perkawinan
meliputi syarat material dan syarat formal yang
diatur dalam  Undang-Undang  Perkawinan.
Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya menjamin
keabsahan perkawinan dari sisi hukum, tetapi juga
memberukan perlindungan terhadap hak anak, istri,
dan kepentingan Masyarakat.

Kata kunci: Perkawinan, Keabsahan, Batas Usia,
Kepastian Hukum.

Marriage as a legal institution has significant
implications for the rights and responsibilities of
spouses, the status of children, and legal
relationships with third parties. Therefore, the
requirements for a valid marriage must be met to
create legal certainty. This research aims to
analyze the valid marriage requirements based on
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as
amended by Law Number 16 of 2019, and its
relevance in ensuring legal certainty. This study
uses a normative legal research method with
statutory and conceptual approaches. The results
indicate that the valid marriage requirements
include substantive and formal requirements
regulated by the Marriage Law. Fulfilling these
requirements not only guarantees the legality of the
marriage from a legal perspective but also provides
protection for the rights of children, wives, and the
interests of society.
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1. Pendahuluan

Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan
perempuan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum, baik hukum agama
maupun hukum negara, perkawinan bukan sekedar peristiwa privat, melainkan sebuah
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perikatan hukum (legal covenant) yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami-istri
serta antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, menciptakan tatanan kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara yang tertib setiap perkawinan mutlak
memerlukan kepastian hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menambahkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan ini merupakan
syarat sah perkawinan yang bersifat kumulatif, yaitu harus dipenuhi secara simultan agar
suatu perkawinan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara
(Burhanudin, 2018). Dalam hal ini, syarat substantif atau material berkaitan dengan aturan
agama, seperti persetujuan calon mempelai, pemenuhan batas usia, dan tidak adanya
larangan perkawinan menurut agama. Sementara itu, syarat formal diwujudkan melalui
pencatatan di lapangan di hadapan pejabat berwenang, yakni Kantor Urusan Agama
(KUA) (Rancangan et al., 2024).

Kedua jenis syarat tersebut saling melengkapi. Syarat substantif memberikan
legitimasi moral dan spiritual, sedangkan syarat formal menghadirkan pengakuan legas
dari negara melalui akta perkawinan. Dalam kepastian hukum, akta nikah yang dihasilkan
dari proses pencatatan berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna atas status hukum
seseorang (Andalas et al., 2025). Akta ini menjadi persyaratan untuk mengakses berbagai
hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, seperti pembuatan Kartu Keluarga,
pencatatan kelahiran anak, pengajuan gugatan hak-hak perdata seperti nafkah, waris, dan
harta bersama, proses perceraian di pengadilan, serta pemenuhan berbagai administrasi
dengan pihak ketiga.

Realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih sering
dijumpai perkawinan yang hanya dilaksanakan secara agama tanpa dicatatkan oleh negara,
atau bahkan sebaliknya, hanya dilakukan secara administratif tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan agama (Yusriyah, 2020). Kondisi ini kepastian hukum bagi perempuan
dan anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering menghadapi kesulitan
untuk mendapatkan akta kelahiran resmi, karena salah satu syarat penerbitan akta kelahiran
adalah adanya akta perkawinan orang tua. Tanpa akta kelahiran, anak akan mengalami
hambatan dalam mengakses berbagai hak sipil dasar, seperti pendaftaran sekolah, jaminan
kesehatan, hingga perlindungan hukum dalam pergaulan masyarakat (Muis, 2020). Selain
itu, perempuan yang menjalani perkawinan siri sering kali berada pada posisi rentan,
karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam hal hak-hak keperdataan,
seperti hak nafkah, hak warisan, maupun hak atas pembagian harta bersama. Dengan
demikian, fenomena perkawinan siri dan perkawinan tidak tercatat pada dasarnya bukan
sekadar persoalan formalitas, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi
manusia, terutama hak anak dan hak perempuan, serta menyangkut integrasi sistem hukum
nasional dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Dengan adanya aturan syarat
sah perkawinan yang mengikat secara hukum, maka negara menjamin bahwa setiap
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perkawinan memiliki legitimasi baik secara agama maupun hukum positif, sehingga
terhindar dari konflik sosial dan sengketa hukum di kemudian hari.

Pengaturan syarat sah perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya
sekedar persoalan administratif, melainkan juga merupakan wujud nyata perlindungan
hukum terhadap hak-hak dasar suami, istri, dan anak (Sulistyorini Pevey Yuliana, 2024).
Hal ini mempertegas bahwa kepastian hukum dalam perkawinan sangat penting untuk
menjaga tertib hukum,memperkuat keadilan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak
keluarga dalam masyarakat yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan
perlidungan hak asasi manusia.

Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk
mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai syarat sah perkawinan dalam Undang-
Undang Perkawinan dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan kontribusi dalam menghindari perkawinan siri sehingga dapat mendapatkan
perlindungan hukum terhadap hak dasar suami, istri, dan anak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian
kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dengan menitikberatkan analisis
pada norma hukum yang mengatur syarat sah perkawinan. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangan melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, beserta peraturan terkait pencatatan perkawinan dan administrasi
kependudukan. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai sumber
primer dan literatur hukum serta pendapat para ahli sebagai sumber sekunder, yang
dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan
secara deskriptif yuridis dengan menafsirkan dan mengkorelasikan norma hukum dan
doktrin untuk menilai implikasi pengaturan syarat sah perkawinan terhadap kepastian
hukum serta relevansinya dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

3. Hasil & Pembahasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang
Perkawinan, telah memberikan pengaturan atau peraturan yang cukup komprehensif
mengenai syarat sah perkawinan (Halilurrahman, 2021). Ketentuan tersebut merupakan
bagian dari upaya negara untuk menata kehidupan keluarga sebagai unit terkecil
masyarakat dan sekaligus fondasi bagi terciptanya ketertiban hukum. Perkawinan tidak
dapat dipandang hanya sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan,
melainkan juga sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum luas, baik dalam
ranah hukum keluarga, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara (Salwa et al.,
2024). Oleh karena itu, syarat sah perkawinan bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan
pilar utama yang menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.
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Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar utama yang mengatur syarat
sahnya perkawinan. Dalam Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Hal ini
menunjukkan bahwa negara mengakui kondisi sistem hukum di Indonesia, di mana agama
dijadikan dasar keabsahan moral dan spiritual suatu perkawinan. Namun, Pasal 2 Ayat (2)
memberikan aspek hukum tambahan, yaitu kewajiban pencatatan perkawinan menurut
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia memiliki dua
dimensi kebasahan, yaitu kebasahan menurut agama dan keabsahan menurut hukum
negara. Dualisme ini menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai religius dengan
sistem hukum nasional yang mengedepankan tertib administrasi serta kepastian hukum.

Syarat sah perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat material dan syarat formal.
Syarat material berkaitan dengan keadaan atau kondisi para pihak yang akan
melangsungkan perkawinan (Nur Fauziah & Amanita, 2020). Syarat material yang harus
dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 diantaranya :

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;

b. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21
tahun;

c. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah
mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;

d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan
keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;

e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon
mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah
mendapat izin dari pengadilan untuk poligami;

f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka
tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);

g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

Ketentuan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan merupakan hasil revisi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menghapus diskriminasi
terhadap perempuan, yang dimana sebelumnya usia minimal perempuan 16 tahun (Habibi
et al., 2025). Perubahan batas usia tersebut dilandasi oleh pertimbangan perlindungan anak
yang sekaligus merupakan langkah progresif untuk menekan angka perkawinan anak yang
masih tinggi di Indonesia (Firdausi et al., 2024). Sedangkan, syarat formal yang harus
dipenuhi yaitu:

a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan;

b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan;

c. Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahuran;

d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus
memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan;
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e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta
kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai
pencatat Nikah,;

f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan;

Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlikan.

Syarat formal perkawinan merupakan salah satu apek penting dalam sistem hukum
perkawinan di Indonesia, karena mencakup kewajiban untuk melakukan pencatatan
perkawinan di hadapan pejabat berwenang. Bagi pasangan calon suami istri yang beragama
Islam, pencatatan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi pasangan
calon suami istri non-muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Proses pencatatan ini tidak
sekedar bersifat administratif, tetapi memiliki makna yuridis yang sangat fundamental
karena dari hasil pencatatan itulah akan diterbitkan akta perkawinan yang diakui negara.
Akta perkawinan tersebut merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan hukum
sebagai alat bukti sah adanya hubungan perkawinan yang diakui, baik dalam ranah hukum
perdata maupun hukum administrasi negara (Sena & Arta, 2022). Keberadaan akta
perkawinan menjadi syarat utama untuk melahirkan akibat hukum lainnya, seperti
pengurusan akta kelahiran anak, pengakuan status anak, pembuatan dokumen
kependudukan, pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan, hingga penentuan
hak-hak waris antara suami, istri, dan anak. Dengan kata lain, pencatatatn perkawinan
merupakan pintu masuk yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak
keperdataan seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan tersebut.

Tanpa adanya pencatatan, meskipun secara agama suatu perkawinan dianggap sah,
namun dalam perspektif negara, perkawinan tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya. Hal
ini mengakibatkan berbagai konsekuensi, misalnya anak yang dilahirkan memiliki
hubungan hukum dengan ibunya, atau salah satu pasangan tidak dapat menuntut hak-hak
perdata terkait harta bersama karena tidak adanya bukti formal perkawinan (Ramadhani &
Dwi Aryanti Ramadhani, 2024). Kewajiban pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang
sekedar prosedur formalitas, melainkan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum
nasional yang berfungsi melindungi kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat secara
lebih luas. Negara melalui aturan pencatatan perkawinan berusaha menciptakan kepastian
hukum, mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, serta menjamin terpenuhinya
hak-hak hukum para pihak yang terkait dengan perkawinan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari pemenuhan syarat sah
perkawinan yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan (Yasniwati,
2023). Menurut pandangan Bagir Manan, kepastian hukum adalah kondisi dimana norma
hukum dapat dipahami dengan jelas, dapat diterapkan secara konsisten, dan memberikan
rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Konsep kepastian
hukum ini tidak hanya berkaitan dengan adanya aturan tertulis, tetapi juga dengan
bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik sehingga mampu memberikan
kepastian, keteraturan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks
perkawinan, kepastian hukum diwujudkan melalui terpenuhinya syarat material dan syarat
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formal secara seimbang. Dengan adanya kepastian hukum, status suami, istri, dan anak
menjadi jelas, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat ditegakkan, serta
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak lebih terjamin. Sebaliknya, jika syarat
sah perkawinan tidak terpenuhinya, timbul berbagai permasalahan hukum yang cukup
serius.

Salah satu bentuk permasalahan hukum jika tidak terpenuhinya syarat sah
perkawinan adalah perkawinan siri. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan
hanya berdasarkan hukum agama tetapi tidak dicatatkan di negara. Perkawinan siri
menimbulkan ketidakpastian hukum karena negara tidak mengakui keberadaannya. Anak
yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga
ibunya, sementara hubungan perdata dengan ayah sering kali dipersulit yang berdampak
pada sulitnya memperoleh akta kelahiran, yang kemudian membatasi akses anak terhadap
pendidikan dan hak sipil lainnya (Safitri, 2019). Selain itu, perempuan yang menikah siri
sering kehilangan perlindungan hukum ketika terjadi perceraian, karena tidak dapat
menuntut hak nafkah maupun pembagian harta bersama di pengadilan.

Selain perkawinan siri, perkawinan anak menjadi persoalan serius dalam
implementasi Undang-Undang Perkawinan. Walaupun batas usia minimal telah dinaikkan
menjadi 19 tahun, praktik dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan sering
disalahgunakan. Orang tua masih sering mengajukan dispensasi kawin dengan alasan
ekonomi, sosial, maupun budaya. Akibatnya, anak yang seharusnya masih berada dalam
tahap pendidikan dan perkembangan dipaksa menjalani kehidupan berumah tangga.
Dampak negatif dari perkawinan di bawah umur sangat luas, mulai dari tingginya risiko
kesehatan reproduksi, meningkatnya angka perceraian, rendahnya tingkat pendidikan,
hingga terjebak dalam siklus kemiskinan. Dengan demikian meskipun secara hukum
terdapat isntrumen pencegah, namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan
besar (Supianto & Tri Budiman, 2020).

Syarat sah perkawinan jika dilihat dari perspektif teori hukum dapat dikaitkan
dengan teori Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum diantaranya
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan tercermin dari adanya perlindungan yang
diberikan terhadap istri, suami, dan anak melalui aturan yang melarang perkawinan di
bawah umur maupun perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan siri. Kepastian
hukum diwujudkan melalui adanya syarat formal berupa pencatatan perkawinan yang
menghasilkan akta resmi. Kemanfaatan dapat dilihat dari peran syarat sah perkawinan
dalam menciptakan tertib hukum, melindungi hak-hak keluarga, dan mencegah timbulnya
sengketa hukum di kemudian hari. Dengan kata lain, syarat sah perkawinan tidak hanya
berfungsi secara formal, tetapi juga memiliki nilai substantif yang penting bagi kehidupan
masyarakat.

Syarat sah perkawinan secara filosofis juga dapat dipandang sebagai bentuk
perwujudan dari prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (Ayu &
Kamsi, 2022). Perkawinan yang sah tidak hanya dapat mempersatukan dua individu, tetapi
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juga melibatkan tanggung jawab moral, sosial dan hukum. Oleh karena itu, negara
berkewajiban memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan norma
hukum, demi mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dasar, khususnya terhadap
perempuan dan anak (Asni, 2019). Keberadaan syarat sah perkawinan merupakan bentuk
konkret dari komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial, serta penghormatan
terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka syarat sah perkawinan dalam Undang-Undang
Perkawinan merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum.
Pemenuhannya memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki legitimasi ganda, yaitu sah
merutu aga dan sah menurut negara. Sehingga, hak dan kewajiban para pihak terlindungi,
status anak jelas, dan potensi sengketa dapat diminimalisir. Sebaliknya, jika syarat tersebut
diabaikan, maka timbul berbagai persoalan hukum dan sosial yang akan merugikan
individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, syarat sah perkawinan harus dipatuhi bukan
hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, melainkan juga sebagai langkah untuk
mewujudkan keluarga yang adil, setara, dan sejahtera dalam lingkup kepastian hukum.

4. Penutup

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdiri atas
syarat materiil dan formil yang menjamin keabsahan perkawinan secara agama dan negara
serta memberikan kepastian hukum. Sebelum perubahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 masih menetapkan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,
yang sering menimbulkan perkawinan anak dan ketidakpastian hukum. Perubahan melalui
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas usia menjadi 19 tahun bagi
laki-laki dan perempuan dengan ratio legis untuk melindungi anak, mencegah perkawinan
dini, serta memastikan terpenuhinya hak anak. Dengan demikian, syarat sah perkawinan
tidak hanya terkait keabsahan formil dan materiil, tetapi juga menjadi instrumen
perlindungan hak anak dan wujud kepastian hukum dalam kehidupan
perkawinan di Indonesia.
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